BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diperoleh, pada akhirnya dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri terhadap
pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan dengan pembagian
yang sama bagian atau separuh-separuh antara kedua belah pihak yang
berperkara.Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974 pasal 31 yang berbunyi bahwa :”Hak dan kedudukan
isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat.Masing-masing pihak berhak untuk mlelakukan perbuatan
hukum.Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah
tangga”.Keseimbangan suami isteri dalam konteks rumah tangga
mempunyai pandangan bahwa suami merupakan pemimpin bagi rumah
tangga. Sedangkan isteri diposisikan secara subordinatif di bawah suami.
Hal ini, disebabkan karena pemahaman ayat secara normative, dan
kurang melalui verifikasi ayat-ayat secara jeli dan rinci.Jadi dalam
kehidupan berumah tangga harus diperlukan keseimbangan antara hak
dan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri agar rumah tangga bisa
terjalin Harmonis. Dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang

menjadi perintah untuk membagi harta bersama secara adil itulah yang
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menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang bersengketa. Harta bersama itu
terjadi pada saat dilangsungkanya perkawinan. Seperti pada bunyi
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII mengenai
Harta benda dalam Perkawinan Pasal 35 yang berbunyi :”Harta benda
yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Harta
bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain”.

2. Hambatan-hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian
di Pengadilan Agama Gorontalo terletak pada Persoalan atau hambatan
yang muncul dalam keseimbangan suami istri dalam pembagian harta
bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah di
saat Ekskusi tidak ada yang mau mengalah dalam pembagian harta
bersamanya, tidak ada yang mau bermusyawarah, serta hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pembagian harta bersama itu bisa berupa
hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan secara yuridis yaitu
pelaksanaannya harus sesuai dengan tahapan yang membutuhkan waktu
yang relative lama, sedangkan jika hambatan yang non yurisdiksi yaitu
pembagian yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus di
laksanakan pelelangan. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yakni
melalui upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara.

5.2 Saran
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Adapun yang menjadi saran yang sesuai dengan uraian diatas yaitu sebagai

berikut :

1. Dengan lebih memperhatikan lagi tentang masalah penerapan
keseimbangan terkait dengan pembagian harta bersama yang sudah
menjadi hal tak asing lagi maka dalam menerapkan aturan yang
mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian
harta bersama di saat terjadi perceraian harus ditegaskan secara jelas
untuk menjadi dasar pertimbangan hakim, agar pihak yang berperkara
dapat menerima dan melaksanakan putusan tersebut.

2. Hakim yang ada di Pengdilan Agama Gorontalo harus tetap

memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.
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